ABSTRAK

Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom yang terletak di pesisir pantai
memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan
pelabuhan perikanan di Jawa Tengah tidak hanya mencerminkan keanekaragaman
sumber daya laut yang melimpah, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut.
Permasalahan yang kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan
yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola
pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat
nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan
menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan
perikanan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi
fokus penelitian ini adalah data sekunder, yang melibatkan kajian terhadap
dokumen-dokumen hukum, kebijakan, dan literatur terkait. Pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas
dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan
metode analisis kualitatif, memungkinkan interpretasi mendalam terhadap data
yang dikumpulkan dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait
dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang
kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal
penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021
lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun
2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan
tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan
pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik,
karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh
Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh
perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah
Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua
Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi
penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam Kketerbatasan
anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis
seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf
di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.
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